
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil yang telah dikemukakan pada BAB V sebelumnya, 

maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Preferensi Para Elite 

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, para elite di tingkat 

Kabupaten telah menunjukkan preferensi mereka dalam memilih dan menentukan 

altenatif bagi persoalan yang dialami masyarakat di wilayah Kecamatan Cibal 

sesuai dengan pandangan mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada 

implikasi/keterlibat dari semua kelompok elite dalam proses formulasi/penetapan 

kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal dalam Forum OPD, dengan 

menggunakan berbagai pertimbangan untuk memutuskan kebijakan hasil 

Musrenbang Kecamatan Cibal. Namun kebijakan yang telah dibuat para elite tidak 

sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, karena masih ada masyarakat yang 

mempersoalkan usulan mereka yang tidak ditindak lanjuti. Dalam hal ini kelompok 

elite hanya mengutamakan usulan dari desa-desa dalam wilayah Kecamatan Cibal 

yang secara dominan telah memilih mereka menjadi pemimpin. Selain itu, 

kelompok elite tersebut juga melakukan kunjungan kerja terhadap wilayah-wilayah 

dalam Kecamatan Cibal yang usulannya belum terjawab, dengan tujuan untuk 

menarik simpati dan kepercayaan masyarakat agar mempertahankan kedudukan 

mereka sebagai kelompok penguasa dengan memberikan janji terhadap masyarakat 

bahwa untuk tahun berikutnya kendala yang dihadapi masyarakat akan segera 



teratasi. Akan tetapi sampai dengan saat ini, 40 usulan hasil Musrenbang 

Kecamatan Cibal tersebut belum ditindak lanjuti. 

2. Adanya Administrator Publik Sebagai Mediator Kebijakan 

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, yang menjadi 

mediator kebijakan/penyalur informasi mengenai program-program pembangunan 

yang akan dijalankan di wilayah Kecamatan Cibal terhadap masyarakat adalah 

pejabat pemerintah Kecamatan Cibal. Hal tersebut dapat dilihat dari peran yang 

dijalankan pejabat pemerintah Kecamatan Cibal dalam menyalurkan informasi 

berupa sebaran proyek pembangunan yang telah ditetapkan para elite di tingkat 

Kabupaten kepadamasyarakat melalui setiap Kepala Desa/Kelurahan dan melalui 

papan informasi yang berisi proyek pembangunan di wilayah Kecamatan Cibal. 

Selain itu juga, para pejabat pemerintah Kecamatan Cibal telah memahami dengan 

baik tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Dengan begitu, maka para 

pejabat pemerintah Kecamatan dapat membantu memberikan pemahaman kepada 

masyarakat yang masih kurang paham dengan kebijakan yang telah dibuat. 

3. Kebijakan Publik Tidak Menggambarkan Kepentingan Publik 

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, kebijakan yang 

dihasilkan seharusnya dapat mengatasi segala bentuk keluhan masyarakat yang 

disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan Cibal. Akan tetapi kebijakan yang 

dihasilkan sama sekali belum menggambarkan kepentingan publik/masyarakat 

banyak. Hal ini terbukti dari tanggapan masyarakat pada beberapa bidang meliputi: 

1) Bidang pendidikan, yang mengusulkan penambahan ruangan kelas pada SDI 

Rado dan pembangunan jamban/toilet pada SMPN 3 Cibal. Namun hingga saat 

ini kedua usulan tersebut belum terjawab. Meskipun kelompok elite telah 



melakukan kunjungan kerja secara langsung, tetapi tidak membawa perubahan 

sama sekali. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik yaitu, siswa-siswi 

SDI Rado harus melakukan kegiatan belajar-mengajar menggunakan jadwal 

yang telah ditentukan oleh tenaga pendidik mereka yaitu, sebagian mengikuti 

kegiatan belajar-mengajar di pagi hari dan sebagian lagi di sore hari. Sedangkan 

siswa-siswi beserta tenaga pendidik mereka pada SMPN 3 Cibal harus 

meminjam toilet pada rumah masyarakat sekitar sekolah, saat hendak buang air 

kecil/besar, dan bahkan tidak sedikit jumlah dari siswa-siswi yang sering buang 

air kecil disembarang tempat meski telah ditegur. Maka dari itu, kedua pihak ini 

sangat mengharapkan para elite di tingkat Kabupaten dapat memperhatikan 

usulan mereka dan segera mencairkan solusinya. 

2) Bidang kesehatan, yaitu Puskesmas Pagal yang mengusulkan pembangunan 

ruangan bersalin serta ruang nifas, dan Puskesmas Beamese yang mengusulkan 

pengadaan kendaraan kesehatan/ambulance. Sampai saat ini juga kedua usulan 

dari bidang kesehatan ini belum diperhatikan dan terjawab. Hal ini memberikan 

dampak yang buruk sekali, yaitu Puskesmas Pagal tidak dapat memberikan 

pelayanan kepada ibu-ibu yang hendak bersalin dan dengan terpaksa harus 

mengambil tindakan untuk merujuk pasien ke RSUD Ben Mboi Ruteng 

menggunakan ambulance dengan menempuh jarak 22 km.Kemudian pada 

Puskesmas Beamese sangat kewalahan dalam hal emergency, yaitu saat ada 

pasien gawar darurat yang harus segera dirujuk, petugas kesehatan harus terlebih 

dahulu mencari kendaraan umum atau bahkan meminjam kendaraan pribadi 

masyarakat sekitar Puskesmas untuk merujuk pasien gawat darurat tersebut 

menuju RSUD Ben Mboi Ruteng dengan menempuh jarak 31 km. Kedua pihak 

dari bidang kesehatan ini sangat mengharapkan, agar pihak Kabupaten yang 



memiliki kewenangan untuk merealisasikan usulan mereka segera 

memperhatikan hal kemudian memenuhi apa yang mereka butuhkan untuk 

mendukung kesehatan dan keselamatan orang banyak. 

3) Bidang pertanian, yaitu kelompok tani yang mengusulkan rehabilitasi jalan 

usaha tani/jalan pertanian, untuk mempermudah transportasi mereka menuju 

lahan pertanian dan untuk memperlancar mobilisasi mulai dari pengangkutan 

peratalan pertanian, bibit, pupuk serta hasil panen mereka. Akan tetapi usulan 

mereka sama sekali belum mendapatkan jawaban. Hal ini memberikan dampak 

yang buruk pada kelompok tani, yaitu mereka harus membuang tenaga ekstra 

tiap harinya untuk berjalan kaki menuju lokasi persawahan dan terjadi kenaikan 

harga dalam proses penngangkutan hasil panen dari Rp.250.000 menjadi 

Rp.300.000. Pemilik kendaraan angkut hasil panen memberikan alasan kondisi 

jalan yang rusak membuat onderdil kendaraan banyak yang rusak, sehingga 

biayanya dinaikan. 

Selain itu, masyarakat pada masing-masing bidang diatas juga mengeluhkan hal 

yang sama yaitu pembangunan setiap tahunnya hanya memprioritaskan usulan yang 

berkaitan dengan infrastruktur jalan saja. Pada kenyataannya, masalah 

pembangunan di wilayahh Kecamatan Cibal bukan hanya soal infrastruktur jalan 

saja tetapi berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan masih 

banyak lagi yang selama ini diabaikan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka beberapa saran dan masukan yang diberikan dengan tujuan membangun dan 



memperbaiki formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal kedepannya, 

meliputi : 

1) Dalam proses perumusan kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, para elite 

harus lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam memahami permasalahan yang 

ada dalam masyarakat dengan sebaik mungkin, agar semua usulan yang benar-

benar bersifat urgensi itulah yang diutamakan untuk segera ditindak lanjuti. 

Kemudian kelompok elite harus bersikap secara adil dalam merealisasikan usulan-

usulan semua masyarakat Kecamatan Cibal, dalam hal ini jangan hanya 

mengutamakan usulan dari wilayah-wilayah yang secara dominan saja telah 

memilih mereka menjadi pemimpin, tetapi harus memperhatikan usulan dari semua 

wilayah yang ada dalam Kecamatan Cibal.  

2) Para elite harus memperhatikan secara keseluruhan semua usulan masyarakat yang 

ada dari berbagai bidang, dan tidak hanya terfokus pada satu masalah saja yaitu 

tentang infrastruktur jalan untuk menghindari terjadinya kesenjangan. 

3) Segala usulan yang bersifat urgensi yang belum disepakati pada tahun sebelumnya 

akibat kendala pada anggaran, harus diprioritaskan dan segera dijalankan pada 

pembangunan tahun berikutnya agar masyarakat tidak merasa kewalahan lagi untuk 

mengusulkannya secara berulang kali. 
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PEDOMAN WAWANCARA 



I. PENJELASAN UMUM 

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah berkaitan dengan tugas akhir. 

2. Semua jawaban responden menyangkut masalah dalam penelitian ini 

dijamin kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan kepada khalayak atau 

pihak manapun. 

3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk menjawan pertanyaan yang 

diajukan secara jujur dan benar. 

4. Atas kesediaan dari bapak/ibu/saudara/i yang telah meluangkan waktu, 

tenaga dan pikirannya peneliti mengucapkan limpah terimakasih. 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama: 

Jenis Kelamin: 

Umur: 

Pendidikan : 

Pekerjaan: 

Jabatan : 

Alamat : 

III. DAFTAR PERTANYAAN 

1. PreferensiPara Elit  

1) Bagaimana bentuk implikasi/keterlibatan Bapak/Ibu dalam prosesformulasi 

kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ? 



2) Apakah saja yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam menetapkan 

kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai? 

3) Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan yang telah ditetapkan dapat 

mengatasi semua permasalahan riil ditengah masyarakat ?  

4) Apakah terdapat kendala/hambatan dalam proses perumusan kebijakan hasil 

Musrenbang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ? 

5) Mengapa masih banyak daftar program usulan hasil Musrenbang Kecamatan 

Cibal, Kabupaten Manggarai yang tidak diakomodir dan direalisasikan ? 

2. Adanya Adminitrator Publik Sebagai Pengantar Kebijakan Publik 

1) Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjaditujuan dan sasaran dariprogram-

program pembangunan yang diusulkan dalam Musrenbangcam ? 

2) Siapa saja yang berperan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang 

dimuat dalam berita acara hasil Musrenbangcam menuju  

tingkat Kabupaten? 

3) Bagaimana proses/mekanisme yang  Bapak gunakan untuk 

menyalurkan/menginformasikan program-program pembangunan yang akan 

dijalankan maupun tidak dijalankan kepada masyarakat ? 

4) Mengapa masih banyak daftarprogram usulan hasil MusrenbangKecamatan 

Cibal, Kabupaten Manggarai yang tidak diakomodir dan direalisasikan ? 

5) Apakah daftar program usulan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, 

Kabupaten Manggarai yang belum direalisasi dapat menjadi program priotas 

untuk pembangunan kedepannya ? 

6) Apakah luaran (output) kebijakan telah sesuai dengan harapan masyarakat ? 

3. Kebijakan Publik Tidak Menggambarkan Kepentingan Publik  

1) Menurut Bapak/Ibu, apakah program-program pembangunanyang telah 

diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai hasil 



dari perumusan kebijakan dapat mengatasi semua permasalah riil yang ada 

di wilayah Kecamatan Cibal? 

2) Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah kecamatan sudah transparan dalam 

menyampaikan informasi terkait program-program pembangunan yang akan 

dijalankan maupun yang tidak dijalankan berdasarkan hasil kebijakan yang 

telah ditetapkan? 

3) Apakah program-program pembangunan yang dijalankan di wilayah 

Kecamatan Cibal sudah sesuai dengan program-program pembangunan 

yang diusulkan saat Musrenbangcam berlangsung ? 

4) Apa harapan dari Bapak/Ibu untuk pembangunan wilayah Kecamatan Cibal, 

Kabupaten Manggarai untuk kedepannya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Ket: Foto bersama Wakil Bupati Kabupaten Manggarai setelah proses interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ket:Foto bersama Ketua DPRD Kabupaten Manggarai setelah proses interview. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: Foto bersama Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Manggarai setelah proses 

interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ket: Foto bersama Camat Cibal setelah proses interview. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ket: Foto bersama Kepala Desa Nenusetelah proses interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ket: Foto bersama Guru SDI Rado setelah proses interview. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ket: Foto bersama Guru SMPN 3 Cibal setelah proses interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ket: Foto bersama Ibu Bidan Puskesmas Pagal setelah proses interview. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ket: Foto bersama Ibu Bidan Puskesmas Beamese setelah proses interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ket: Foto bersama petani di Desa Nenu setelah proses interview. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ket: Foto bersama petani di Desa Golo Ncuang setelah proses interview. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


